BAB | PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan
program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta
kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa, Perencanaan
merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui
urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2022 mengacu pada
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Daerah periode tahun 2021-2026 dimana sesuai
dengan visi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang tercantum dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah tahun 2021-2026, “Terwujudnya Masyarakat Aru yang Sejahtera,
Mandiri, Adil dan Bermartabatmelalui Pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur
Perhubungan dan Ekonomi Kerakyatan”.

Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 merupakan rencana tahunan kedua dalam
pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2021-2026 yang harus memuat rencana
pencapaian indikator-indikator Kemajuan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru,
pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar
Pelayanan Minimal (SPM), kebijakan nasional dan Provinsi Maluku serta muatan lokal lainnya.
Adapun khusus untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten KepulauanAru, maka indikator utama
yang harus dicapai adalah : Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Sektor
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diKabupaten Kepulauan Aru

Rencana Kerja SKPD merupakan penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka
panjang yang disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan,
pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan pendapatan daerah, pada tahun-
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tahun yang sebelumnya, antisipasi atas permasalahan yang dihadapi, serta mengakomodasikan
dan mempertimbangkan berbagai kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Maluku dan
kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru serta mempertimbangkan hasil
penjaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 110 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyebutkan bahwa :

(1) Kepala Bappeda menyiapkan Surat Edaran Kepala Daerah kepada Kepala SKPD perihal
Penyampaian Rancangan Awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai
bahan penyusunan rancangan Renja SKPD;

(2) Surat Edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda
penyusunan RKPD, pelaksanaan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu
penyampaian rancangan Renja SKPD kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Berdasarkan aturan tersebut, maka dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan
pembangunan tahunan daerah perlu dibuat Renja SKPD Tahun 2022 yang sistematis, bermutu,
akuntabel dan tepat waktu. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2022 disusun dengan mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2022 yang
merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan tahunan dan didalamnya memuat
kebijakan pembangunan daerah tahun anggaran 2022.

Disamping mengacu pada RKPD Tahun 2022, penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 juga berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026. Diharapkan rancangan Renja
yang akan disempurnakan pasca penyelenggaraan Forum Gabungan SKPD akan menjadi bahan
penyusunan dan penyempurnaan RKPD Tahun 2022. Selain itu Renja Bapenda Kabupaten
Kepulauan Aru Tahun 2022 juga mengacu pada Renstra Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 merupakan
penjabaran dari rencana jangka menengah dan jangka panjang yang disusun berdasarkan hasil
evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja,
penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah pada tahun-tahun yang sebelumnya, antisipasi
atas permasalahan yang dihadapi serta mengakomodasikan dan mempertimbangkan berbagai
kebijakan nasional, kebijakan Pemerintah Propinsi Maluku dan kebijakan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru serta mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat.

Konsepsi perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Kabupaten Bogor dan Renstra SKPD Dinas Pendapatan Daerah, memuat kerangka pengelolaan
anggaran pendapatan, pengelolaan anggaran belanja, penatausahaan dan pelaporan keuangan
daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 yang memuat prioritas
peningkatan kinerja pemerintahan daerah disusun dengan maksud memberikan landasan dan
pedoman bagi semua aparatur daerah dalam memantapkan manajemen pemerintahan daerah
Kabupaten Kepulauan Aru. Bagi masing-masing bidang dan satuan kerja di lingkungan Badan
Pendapatan Daerah berkewajiban untuk mempedomani serta sebagai acuan dalam pelaksanaan
kegiatan pengelolaan pendapatan daerah sebagai manifestasi dari pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan
Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah.

Oleh karena itu program — program pendapatan daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 disusun berdasarkan Kebijakan
Umum APBD (KUA - APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Kepulauan
Aru Tahun 2022 yang menjadi dasar dalam proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022, khususnya pada Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Dokumen Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 dilengkapi dengan lampiran yang berisi uraian
program dan kegiatan beserta volume kegiatan dan usulan biaya sebagai bahan acuan dalam
melaksanakan Pengelolaan Pendapatan daerah tahun 2022 di Kabupaten Kepulauan Aru.

Renja Badan Pendapatan Daerah tahun 2022 yang disusun merupakan bagian integral dari
implementasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 yang menginginkan agar
dalam periode kepemimpinan lima tahun dapat mewujudkan Kabupaten Kepulauan Aru menjadi
Kabupaten yang Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermartabat. Untuk itu penyusunan Renja Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru harus dilakukan secara serius dan bersinergi antar
lembaga sehingga seluruh target indikator yang menjadi Target kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru yang telah dirumuskan dalam RPJMD (2021-2026) dan Renstra Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 dapat dicapai sesuai atau bahkan
melampaui target yang telah ditetapkan.

Dalam Visi Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 dimana menjadikan Kabupaten
Kepulauan Aru menjadi Kabupaten yang Mewujudkan Masyarakt Aru Yang Sejahtera, Mandiri, Adil
dan Bermartabat Melalui Pembangunan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur Perhubungan dan

Ekonomi Kerakyatan, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru termasuk dalam Misi
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kedua, yaitu : Menoptimlkan tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
transparan, bersih, berwibawa dan melayani. Misi Kedua dalam RPJMD ini sudah sejalan dengan
Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 vyaitu
“TERWUJUDNYA MASYARAKAT ARU YANG SEJAHTERA, MANDIRI, ADIL, DAN BERMARTABAT”,
dengan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 sebagai
berikut :

1. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan, Bersih, Berwibawa

Dan Melayani

2. Meningkatkan Pendapatan daerah melalui pengelolaan Perencanaan pelaksanaan

pendapatan daerah yang mendukung kebutuhan daerah
3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Meningkatkan pelayanan Prima dalam aktifitas kinerja Badan.

Penetapan indikator kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir
periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun
sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Skenario dan
asumsi perencanaan pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten kepulauan Aru Tahun 2025-2050, hasil evaluasi
capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan
tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2026. Indeks
Pembangunan Manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada
setiap tahapan pembangunan jangka menengah. Dalam hal perubahan indikator kinerja daerah,
dilakukan penyesuaian dengan mengacu kepada: 1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Kepulauan
Aru berdasarkan RPJMN 2014-2019; meliputi indikator pertumbuhan ekonomi, kemiskinan,
pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan angka
pendapatan per kapita; 2. Tujuan pembangunan Millenium Development Goals (MDGs) 3.
Perkembangan IPM berdasarkan capaian kurun waktu tahun 2020 s.d. 2025, untuk proyeksi 2021-
2026.

Dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Pendapatan Daerah, pada
Badan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai peran yang sangat penting

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan daerah,
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melalui upaya-upaya penggalian potensi sumber-sumber daya yang ada di Kabupaten

Kepulauan Aru. Adapun sumber-sumber daya dimaksud adalah Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah meliputi :

L ® N o v kW NR

=
A

Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi IMB

1.2.Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Kerja Badan Pendapatan Tahun 2019 ini didasarkan pada

beberapa peraturan dan perundang-undangan antara lain :

1.
2.
3.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom.
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

13. Permendagri Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 — 2026

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

1.3.Maksud Dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
Maksud penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan

Aru Tahun 2022 adalah untuk memaduserasikan antara prioritas kegiatan pembangunan pada

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2022 dengan

program dan kegiatan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru tahun anggaran 2022. Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja

adalah :

a. Sebagai acuan/arah bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam
menyusun program/kegiatan prioritas tahun 2022 berdasarkan ketersediaan sumberdaya
dalam rangka mencapai Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Pendapatan Daerah Yang
Profesional dan Berkualitas untuk Mendukung Pembangunan Daerah;

b. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru pada tahun 2022.

1.4.Sistematika Penulisan Rencana Kerja
Mengacu kepada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sistematika
Perencanaan Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru adalah sebagai

berikut :
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BAB I. Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB Il. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu
2.1 Tujuan, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru
2.2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah
3.3 Kinerja Pelayanan Badan pendapatan Daerah
3.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
BAB Ill. Tujuan dan Sasaran
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan
Pendapatan Daerah
3.2 Telahan Visim Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telahan Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Bapenda
3.4 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Strategi
3.5 Penentuan Isu-lsu Strategis
BAB V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan
4.1 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah
4.3 Strategi dan Arah Kebiajakan

BAB V. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
5.1 Rencana Program dan Kegiatan
5.2 Indikator Kinerja
5.3. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VII. PENUTUP
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPD Badan Daerah Pendapatan Kabupaten Kepulauan

Aru
1)

2)

g

Tugas Badan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, maka Badan
Pendapatan Daerah mempunyai tugas:

“Membantu Bupati dalam merencanakan, melaksanaan, mengarahkan, mengawasi dan

mengendalikan urusan dibidang pendapatan daerah sesuai kebijakan pemerintah daerah”.

Fungsi Badan Pendapatan Daerah
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru mempunyai fungsi :
Penyusunan usulan program, rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Badan;
Penjabaran kebijakan strategis serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
Pendapatan Daerah PBB-P2 dan BPHTB, bidang Pendapatan Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
dan bidang Penagihan Pembukuan dan Pelaporan;
Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan
masyarakat dalam lingkup urusan pendapatan;
Perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi prasarana dan sarana
fisik dalam lingkup tugas Badan;
Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para pegawai
dilingkungan Badan;
Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan penggunaan
anggaran tahunan Badan;
Pengawasan, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan unit-unit kerja dibawahnya
sebagai bahan pengukuran kinerja Badan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya;
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3) Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi tersebut, serta Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru maka
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru memiliki struktur Organisasi sebagaimana

dapat dilihat pada diagram berikut ini:
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LAMPIRAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

....... Juni 2016

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

KEPALA DINAS

PENDAFTARAN NON PBB-P2

SUBBID
PENDATAAN DAN

DAN BPHTB

PENDATAAN DAN
PENDAFTARAN PBB-P2 DAN

BPHTB

— PENETAPAN NON PBB-P2 DAN

SUBBID

BPHTB

PENETAPAN DAN PENILAIAN
PBB-P2 DAN BPHTB

SUBBID

UPTD

SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN

PENAGIHAN DAN KEBERATAN

I
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNSIONAL |
I I
SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

| I |

BIDANG BIDANG BIDANG

PENDAPATAN DAERAH NON PENDAPATAN DAERAH PBB-P2 PENAGIHAN PEMBUKUAN DAN
PBB-P2 DAN BPHTB DAN BPHTB PELAPORAN

I [ [

SUBBID SUBBID

SuBBID

PEMBUKUAN DAN

PELAPORAN
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Struktur Organisasi tersebut menunjukkan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada
dalam menjalankan kegiatan operasional dan menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan
pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan hubungan aktivitas sesuai dengan tupoksi dan
menunjukkan adanya spesialisasi kegiatan kerja, standarisasi kegiatan kerja, koordinasi kegiatan
kerja dan besaran seluruh organisasi untuk mencapai tujuan.
Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupten Keulauan Aru terdiri dari
a. Kepala Badan;
b. Sekretaris Badan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

o

Bidang Pendapatan Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, membawahi:
1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran Non PBB-P2 dan BPHTB
2. Sub Bidang Penetapan Non PBB-P2 dan BPHTB

o

Bidang Pendapatan Daerah PBB dan BPHTB, membawahi:
1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran PBB-P2 dan BPHTB
2. Sub Bidang Penetapan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB

o

Bidang Penagihan , Pembukuan dan Pelaporan, membawahi:
1. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan;
2. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan

bal

Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor .... Tahun 2016 tentang tentang Uraian
Tugas Jabatan Struktural Di Lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupten Kepulauan Aru terdiri
dari :

A. Kepala Badan;

1) Kepala Badan bertugas membina, memimpin, memfasilitasi, menyelenggarakan,
mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan tugas dan fungsi Badan serta
mengkoordinasikan kegiatan Staf, Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional

2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan usulan program, rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Badan;
b. Penjabaran kebijakan strategis serta perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di
bidang pendapatan PBB dan BPHTB, bidang Non PBB dan BPHTB dan bidang Penagihan

Pembukuan dan Pelaporan;
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c. Penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi bagi semua Perangkat Daerah dan
masyarakat dalam lingkup urusan pendapatan;

d. Perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, serta rehabilitasi prasarana dan sarana
fisik dalam lingkup tugas Badan;

e. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kemampuan berprestasi para pegawai
dilingkungan Badan;

f. Penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan penggunaan
anggaran tahunan Badan;

g. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi seluruh kegiatan unit-unit kerja dibawahnya
sebagai bahan pengukuran kinerja Badan;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai bidang tugasnya;

B. Sekretaris Badan:

(1) Sekretaris Badan mempunyai tugas merencanakan, pelaksanaan membina dan
mengkoordinasikan serta melakukann pengendalian pada urusan umum, kepegawaian,
keuangan serta perencanaan.

(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
menyelenggarakan fungsi :

a. Perencanaan dan pengelolaan bahan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan
umum dan keuangan serta monitoring dan evaluasi;

b. Pelaksanaan pemberian fasilitas dan dukungan pelayanan teknis administrasi
dilingkungan Badan;

c. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan bidang, umum keuangan serta
monitoring dan evaluasi Badan;

d. Pelaksanaan pengelolaan tata naskah dinas, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan,
rumah tangga dan pemeliharaan sarana dan prasarana Badan;

e. Pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan inventarisasi barang, pemeliharaan
sarana dan prasarana, perlengkapan dan aset dinas;

f.  Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan;

g. Pelaksanaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkup Badan;

h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait kegiatan Badan;

i.  Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan Badan;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai bidang tugasnya;
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C. Bidang Pendapatan Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB:

(1) pokok merencanakan, pelaksanaan, mengorganisir pembinaan, memfasilitasi dan
mengkoordinasikan serta mengendalikan program dan kegiatan di bidang pendapatan
Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB.

(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan
Daerah Non PBB dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, dan
Retribusi Daerah serta Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan;

b. Penyelenggaraan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan
Bidang Pendapatan Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;

c. Penyusunan pedoman pengaturan Pajak Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, Retribusi
Daerah dan Intensifikasi dan Ekstensifikasi pendapatan;

d. Pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan Pajak
Daerah Non PBB-P2 dan BPHTB, dan Retribusi Daerah;

e. Pengkoordinasian kegiatan bidang Pajak Daerah Non PBB-P2, BPHTB dan
Retribusi Daerah;

f.  Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pajak daerah Non PBB-P2 dan BPHTB
serta Retribusi Daerah;

g. Pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan kebijakan program dan kegiatan bidang
Pajak daerah Non PBB-P2 dan BPHTB;

h. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara
berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan

Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

D. Bidang Pendapatan Daerah PBB-P2 dan BPHTB

(1) Bidang Pendapatan Daerah PBB-P2 dan BPHTB mempunyai tugas pokok merencanakan,
pelaksanaan, mengorganisir pembinaan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta
mengendalikan program dan kegiatan di bidang Pendapatan Daerah PBB-P2 dan BPHTB;

(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan
Daerah PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pajak Daerah PBB-P2, BPHTB dan Pendataan

serta Penilaian;

b. Penyusunan pedoman pengaturan Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
c. Pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, pengumpulan, pengelolaan Pajak

Daerah PBB-P2 dan BPHTB;
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d. Pengkoordinasian kegiatan bidang Pajak daerah PBB-P2 dan BPHTB;

e. Pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;

f.  Pelaksanaan evaluasi, supervisi dan pelaporan kebijakan standardisasi program
dan kegiatan bidang Pajak Daerah PBB-P2 dan BPHTB;

g. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara
berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

h. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

E. Bidang Penagihan , Pembukuan dan Pelaporan:

(1) Bidang Pengihan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok merencanakan,
pelaksanaan, mengorganisir pembinaan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan serta
mengendalikan program dan kegiatan di Bidang Pegaihan, Pembukuan dan Pelaporan;

(2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pegaihan,
Pembukuan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Pengihan, Pembukuan dan Pelaporan;

b. Penyusunan pedoman pengaturan penagihan, pembukuan dan pelaporan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

c. Melaksanakan pencatatan mengenai ketetapan pajak/retribusi daerah sebagai dasar
pemungutan;

d. Melakukan penagihan pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya di
luar pajak dan retribusi daerah termasuk PBB dan BPHTB sesuai ketentuan yang
berlaku;

e. Proses penagihan aktif piutang pajak dan retribusi daerah termasuk PBB dan BPHTB
melalui tata cara yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;

f.  Melakukan pembukuan penerimaan dari hasil pemungutan / pembayaran /
penyetoran pajak dan retribusi daerah serta sumber penerimaan lainnya;

g. Membuat laporan hasil realisasi penerimaan dan tunggakan bulanan, semester dan
tahunan;

h. Melaksanakan pelayanan pengajuan keberatan dan angsuran dari wajib pajak sesuai
ketentuan yang berlaku;

i.  Meningkatkan kerjasama/koordinasi bidang pengelolaan bagi hasil pajak maupun
bukan pajak dengan instansi yang berwewenang;

j. Pembinaan dan memfasilitasi proses hukuman disiplin kepada bawahannya (secara

berjenjang) yang melakukan pelanggaran disiplin dengan berdasarkan pada Peraturan
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Perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin pegawai negeri;

k. Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

F. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan
pembangunan diperlukan aparatur pegawai negeri sipil (PNS) yang profesional, bermoral, bersih,
bertanggung jawab serta beretika. Profesionalisme sangat terkait dengan kompetensi PNS yang
didalamnya terdapat tingkat penguasaan ilmu pengetahuan / keterampilan yang diperlukan oleh
jabatan yang akan dan sedang didudukinya.

Mewujudkan profesionalisme dikalangan PNS memerlukan proses yang panjang diawali
dengan proses rekrutmen yang benar, pengembangan PNS yang mengarah pada peningkatan
kompetensi dan prestasi kerja, termasuk juga didalamnya pola pembinaan karier PNS, hal
tersebut akan dapat dicapai secara efektif dan efisien apabila telah didukung oleh organisasi yang
rasional serta disusun untuk mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan.

2.2.1. Sumber Daya Aparatur
Sumber daya aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
tercatat sampai dengan bulan Desember 2022 berjumlah 39 orang Pegawai Negeri Sipil
dan 96 pegawai Non PNSD dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 2.1

Jumlah Pegawai Bapenda Kabupaten Aru Berdasarkan Jabatan

JENIS KELAMIN

NO ESELON FORMASI TERISI KURANG
LK PR
1 Il/a 1 1 0 1 0
2 ll/a 1 1 0 1 0
3 /b 3 3 0 2 1
4 IV/a 9 5 4 2 3
JUMLAH 13 14 0 11 2
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Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai/THL Bapenda Kabupaten Aru
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

NO PANGKAT / GOLONGAN JUMLAH LK JENIS KEL'::/"N
1 Pembina Tingkat |, IV/b 1 1 0
2 Pembina, IV/a 1 1 0
3 Penata Tk I, lll/d 3 3 0
4 Penata, Ill/c 8 6 2
5 Penata Muda Tk.l, Ill/b 0 0 0
6 Penata Muda, Ill/a 3 2 1
7 Pengatur Tk.I, 1l/d 3 3 0
8 Pengatur, Il/c 19 6 13
9 Pengatur Muda Tk.l, Il/b 1 1 0
10 | Pengatur Muda, Il/a 0 0 0
11 Tenaga Harian Lepas 96 43 53
JUMLAH 135 66 69

Dari jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru dengan jumlah 39 orang, 13 orang diantaranya menduduki jabatan
eselon, sedangkan jumlah staf non eselon 26 orang, dianggap kurang memadai terutama
terkait adanya pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah yaitu pengalihan pengelolaan PBB-

P2 dan BPHTB yang menjadi pajak daerah dan diberlakukan mulai tahun 2014.

2.2.2. Peralatan dan Perlengkapan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menempati kantor yang
berada di Jalan Raya Pemda. Gedung tersebut terbagi menjadi 8 ruangan kerja.
Perlengkapan lainnya yaitu instalasi listrik, jaringan/saluran internet, meubelair, meja dan
kursi, lemari arsip, personal computer, televisi, air conditioner, kendaraan roda empat,
kendaraan roda dua, dan berbagai perlengkapan kantor lainnya.

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam
mendukung pelaksanaan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

dapat dilihat pada Tabel 2.2.2 berikut:

e
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Tabel 2.2.2
Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021

No Nama Barang Volume | Kondisi Barang
1 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 1 Baik
2 | Sepeda Motor 1 Rusak Berat
3 | Sepeda Motor 1 Baik
4 | Batteray Charger 2 Baik
5 | Rol Meter 2 Baik
6 | Noise & Distortion Meter 4 Baik
7 | Scanner 2 Baik
8 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Rusak Berat
9 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Rusak Berat
10 | Mesin Ketik Manual Standar (14-16) 1 Rusak Berat
11 | Mesin Kas Register 44 Baik
12 | Mesin Hitung/Jumlah Lain-lain 1 Baik
13 | Rak Besi/Metal 1 Baik
14 | Rak Besi/Metal 1 Baik
15 | Filling Besi/Metal 1 Rusak Berat
16 | Filling Besi/Metal 1 Kurang Baik
17 | Band Kas 1 Baik
18 | Band Kas 1 Baik
19 | Overhead Projektor 1 Baik
20 | Rak Kayu 1 Baik
21 | Kursi Besi/Metal 3 Baik
22 | Kursi Besi/Metal 6 Baik
23 | Kursi Besi/Metal 14 Baik
24 | Kursi Besi/Metal 1 Baik
25 | Kursi Besi/Metal 1 Baik
26 | Kursi Besi/Metal 1 Baik
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27 | Kursi Besi/Metal 2 Baik
28 | Kursi Besi/Metal 2 Baik
29 | Kursi Besi/Metal 2 Baik
30 | Kursi Besi/Metal 2 Kurang Baik
31 | Meja Kerja 4 Baik
32 | Meja Kerja 3 Baik
33 | Meja Kerja 6 Baik
34 | Meja Kerja 1 Baik
35 | Meja Kerja 1 Baik
36 | Meja Kerja 4 Rusak Berat
37 | Meja Kerja 4 Rusak Berat
38 | Meja Kerja 46 Baik
39 | Meja Kerja 1 Baik
40 | Kursi Putar 1 Rusak Berat
41 | Kursi Putar 1 Kurang Baik
42 | Bangku Tunggu 2 Baik
43 | Kursi Lipat 3 Kurang Baik
44 | Kursi Lipat 4 Baik
45 | Kursi Lipat 13 Baik
46 | Kursi Lipat 3 Baik
47 | Kursi Lipat 3 Kurang Baik
48 | Kursi Lipat 1 Baik
49 | Kursi Lipat 1 Baik
50 | Kursi Lipat 2 Kurang Baik
51 | Kursi Lipat 5 Baik
52 | Sofa 1 Kurang Baik
53 | Sofa 1 Baik
54 | AC Unit 2 Baik
55 | AC Unit 1 Rusak Berat
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56 | AC Unit 1 Rusak Berat
57 | AC Unit 1 Rusak Berat
58 | AC Unit 1 Rusak Berat
59 | AC Unit 1 Baik
60 | AC Unit 1 Kurang Baik
61 | AC Unit 2 Baik
62 | AC Unit 2 Baik
63 | AC Unit 1 Baik
64 | AC Unit 3 Baik
65 | P.C Unit 4 Baik
66 | Lap Top 5 Baik
67 | Lap Top 2 Baik
68 | Lap Top 3 Baik
69 | Desktop 1 Baik
70 | Desktop 1 Baik
71 | Desktop 4 Baik
72 | Desktop 1 Rusak Berat
73 | Desktop 1 Baik
74 | Desktop 1 Baik
75 | Desktop 1 Baik
76 | Desktop 1 Baik
77 | Desktop 1 Baik
78 | Desktop 2 Baik
79 | Desktop 3 Baik
80 | Desktop 1 Baik
81 | Flash Disk 10 Rusak Berat
82 | Printer 2 Rusak Berat
83 | Printer 2 Baik
84 | Printer 8 Baik

Renja BAPENDA 2022 19



85 | Printer 3 Baik
86 | Printer 1 Baik
87 | Server 1 Baik
88 | Meja Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik
89 | Meja Kerja Pejabat Eselon III 3 Baik
90 | Meja Kerja Pejabat Eselon 11 1 Rusak Berat
91 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV 2 Rusak Berat
92 | Meja Kerja Pejabat Eselon IV 8 Baik
93 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II 1 Baik
94 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III 4 Baik
95 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 10 Baik
96 | Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 1 Baik
97 | Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 3 Rusak Berat
98 | Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 1 Baik
99 | Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 3 Baik
100 | Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 1 Rusak Berat
101 | Lemari dan Arsip Pejabat Lain-lain 1 Rusak Berat
102 | Unintemuptible Power Supply (UPS) 9 Baik
103 | Unintemuptible Power Supply (UPS) 1 Baik
104 | Audio Tape Reel Recorder 3 Baik
105 | Mesin Cetak Listrik Roll 1 Baik
106 | Peralatan Pemetaan Ukur Lain-lain 1 Baik
107 | Loudspeaker 2 Baik
108 | Handy Talky 5 Baik
109 | Camera Atterbang 1 Baik
110 | Mesin Cetak Color 1 Baik
111 | Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen 1 Baik
112 | Instalasi PLTSm Kapasitas Sedang 1 Baik
113 | Aset Renovasi 1 Baik
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114 | Aset Renovasi 1 Baik

115 | Aset Renovasi 1 Baik

116 | Aset Renovasi 1 Baik

Lokasi Kantor Bapenda yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan
menuju Kantor Badan Pendapatan Daerah, lokasi yang strategis dan berdampingan
dengan beberapa SKPD yang lain sehingga memudahkan akses koordinasi dan
penyelenggaraan kegiatan secara terpusat dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru.

Selain itu kendala yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah vyaitu
keterbatasan sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam
jumlah dan kualitas yang kurang memadai seperti kendaraan dinas mapun peralatan
penunjang pekerjaan (komputer, Tl dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga

kurang memadai.

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan

Evaluasi kinerja pelayanan yang disampaikan dalam pencapaian terget setiap tahun
disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa realisasi penerimaan atas 7 (tujuh) pajak
daerah dan 6 (enam) retribusi daerah, namun untuk Retribusi Izin Gangguan pada tanggal 29
September 2017 sudah tidak dipungut lagi hal ini mengacu dari Surat Edaran Guburnur Maluku
Nomor 188.32-61 tahun 2017 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah terkait dengan Izin Gangguan, oleh sebab itu
sampai dengan Desember 2017 hanya terdapat 5 (lima) retribusi yang dikelola Badan Pendapatan
Daerah untuk tahun pertama (tahun 2017). Dalam pengelolaannya Pajak dan retribusi Daerah
belum maksimal dari target yang telah ditetapkan, karena belum mampu mencapai 100%, ini
disebabkan karena target yang ditetapkan tidak berdasarkan potensi yang ada hal
tersebut tersebut dapat dilihat pada tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah untuk

Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2021 sebagai berikut berikut :
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2.3.1. Jenis Pelayanan Pajak Daerah yang dikelola Badan Pendapatan Daerah adalah:
Pajak Hotel

Pajak Restoran

Pajak Hiburan

Pajak Reklame

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Mineral Bukan Loga dan Batuan Lainnya

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

L 0O N o Uk~ W N

Retribusi Jasa Umum

=
©

Retribusi Jasa Usaha

[EEN
[EEY

. Retribusi Perizinan Tertentu

Target Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2014 untuk pajak daerah
bertambah dengan masuknya Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) menjadi pajak daerah, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan
dan pedesaan (P2) menjadi pajak daerah yang efektif dilaksanakan tahun 2014. Sesuai
dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah terdapat beberapa jenis pungutan retribusi yang tidak dipungut lagi sehingga
dapat berpengaruh langsung terhadap pencapaian target PAD karena yang selama ini
potensinya cukup besar seperti lzin Usaha Perdagangan, Izin Pariwisata, Izin
Gangguan, lzin Kesehatan, lzin Pasar, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Penggunaan Tanah dan
atau Bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Pusat/Provinsi.

Dalam hal mengoptimalkan dan menghindari adanya penyimpangan / kebocoran dari
Pajak dan Retribusi Daerah, dilakukan koordinasi dan mekanisme pengawasan sebagai
berikut:

Untuk pengelolaan dan pemungutan pendapatan daerah yang berasal dari pajak
dilakukan sepenuhnya oleh Badan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan
pengelolaan dan pemungutan untuk Retribusi Daerah ada beberapa jenis Retribusi yang
dilaksanakan sebagian oleh SKPD Teknis penghasil terkait, yang kemudian
pungutannya disetorkan langsung ke rekening Kas Daerah melalui Bendaharawan
Khusus Penerima dan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) pada Pemegang Kas Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru atau bank yang ditunjuk. Selanjutnya Dinas Tekhnis penghasil
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melaporkan hasil penerimaannya kepada Bupati Kepulauan Aru melalui Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan

Tantangan dalam Pelayanan pada Era globalisasi dan keterbukaan informasi, diharapkan

pelayanan publik semakin efisien dan terukur baik dari segi waktu dan pembiayaan. Disamping itu

juga mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat didaerah-daerah strategis dan potensial,

sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan untuk melakukan kewajibannya sebagai wajib

pajak daerah/retribusi daerah.

2.4.1. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru didalam melaksanaan tugas dan

fungsi menghadapi beberapa permasalahan/kendala yang diuraikan sebagai berikut :

a.

Jumlah Pegawai (Sumber daya manusia); Dalam hal ini kemampuan ASN dalam
mengelola pendapatan asli daerah masih sangat rendah

Fasilitas (sarana dan prasarana); Ketersediaan sarana prasarana berupa; kendaraan
oprasional, gedung kantor yang representatif serta peralatan dan perlengkapan
kantor yang belum memadai.

Regulasi (Peraturan Pengelolaan Pajak Daerah); Masih kurangnya regulasi dalam
mendukung pelaksanaan pendataan, penetapan dan pemungutan pajak dan retribusi
daerah serta sanksi yang tegas bagi yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Kesadaran Masyarakat dalam membayar pajak; Kurannya kesadaran masyarakat

khususnya wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya.

2.4.2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dalam mengembangkan pelayanan

telah berusaha merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan

(Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan masa akan datang yang

mencakup :

a.

Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi- instansi terkait
dalam rangka penegakan hukum;

Mendorong DPRD Kabupaten Kepulauan Aru melalui forum Rapat Dengar Pendapat
(RDP) agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;
Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan Undang- Undang No. 32, 33
Tahun 2004 dan UU No.28 Tahun 2009 untuk mengoptimalkan Sektor Penerimaan
yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan serta Pajak dan Retribusi

Daerah.
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d. Menyempurnakan sistem dan prosedur serta tata kerja pemungutan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten
terhadap kegiatan-kegiatan yang SDMnya belum tersedia;

e. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pendapatan untuk
mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan;

f.  Melakukan sosialisasi secara berkesinambungan bagi semua wajib pajak dan wajib

retribusi berdasarkan objek di setiap kelurahan dan kecamatan secara Door to Door.
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BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan.

Adapun berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru dibawah ini terdapat beberapa permasalahan yang merupakan tantangan dalam

upaya peningkatan pelayanan maupun pengelolaan Pendapatan daerah, yaitu sebagai berikut :

- Masih  rendahnya kesadaran Wajib  Pajak dalam  melaksanakan kewajibannya
(membayar pajak sesuai ketentuan);

- Belum adanya mobil operasional pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah;

- Belum optimalnya pelayanan pembayaran pajak keliling (mobile);

- Belum optimalnya sistem pengelolaan database pajak daerah yang ada;

- Masih terbatasnya SDM yang memiliki skil dan kompetensi sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya;

- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka penyelenggaraan tugas
dan fungsi sebagai pengelola pendapatan daerah;

- Kurangnya regulasi yang mendukung dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah;

- Belum adanya Sistim dan Prosedur Pelayanan pemungutan Penerimaan Daerah;

- Trebatasnya anggaran dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.
Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kabupaten Kepulaun Aru dalam hal
menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2021-2026 :
“Terwujudnya Masyarakat Aru Yang Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermartabat melalui

Pengembangan Pendidikan, Kesehatan, Infrastuktur Perhubungan dan Ekonomi kerakyatan”

VISI di atas mendudukkan masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru sebagai subyek
pembangunan dengan tujuan kesejahteraan bangsa, termasuk segenap lapisan masyarakat
Kabupaten Kepulauan Aru. Upaya tersebut adalah adalah menjadi tugas aparatur Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Aru. Dibawah kepemimpinan Bupti, peningkatan kualitas dan
kesejahteraan hidup masyarakat akan diselenggarakan melalui pemerintahan yang baik dan
bersih, serta berpegang pada prinsip-prinsip pemerintah yang dijalankan secara profesional,

akuntabel, dan transparan yang mengedepankan partisipasi masyarakat.
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MISI adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru yang
dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat
dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2021-2026, dirumuskan 4
(empat) pernyataan misi sebagai berikut:

a. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang transparan, bersih, berwibawa dan
melayani.

b. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kepulauan Aru yang aman, tertib, adil, demokratis,
dan bermartabat berdasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan lokal.

c¢. Mewujudkan tata kehidupan ekonomi yang bertumpu pada pemanfaatan potensi dan
pelestarian sumber daya alam dan pengembangan kelautan dan perikanan sebagai sektor
andalan, serta pengembangan pariwisata dan ekonomi kratif sebagai sektor pendukung.

d. Menciptakan sumber daya manusia Aru yang sehat, cerdas dan berkarakter.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Badan Pendapatan.

Telaahan terhadap Renstra Badan Pendapatan Provinsi Maluku Tahun 2021-2023
bertujuan untuk mengemukakan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendorong
dari pelayanan SKPD. Berdasarkan Rencana Strategis Badan Pendapatan Provinsi Maluku tahun
2021-2026, Visi Badan Pendapatan Provinsi Maluku adalah:

“ Terwujudnya Pengelolaan Pendapatan Pendapatan Daerah Yang Profesional dan Prima Dalam
Memberikan Pelayanan ”.

Sedangkan Misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi maluku Tahun 2021-2023 adalah :
1. Meningkatkan pendapatan daerah melalui pengelolaan perencanaan pelaksanan

pendapatan daerah yang mendukung kebutuhan daerah.

2. Meningkatkan pengelolan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Meningkatkan pelayanan yang prima dalam aktifitas kinerja badan

Berdasarkan visi dan misi Badan Pendapatan Provinsi Maluku, maka Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru dapat memperhatikan beberapa hal yang bisa
menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan SKPD untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu
sebagai berikut :

3.3.1. Intensif melakukan koordinasi dan konsultasi mengenai potensi daerah yang bisa digali
dan kembangkan sehingga dapat menjadi sumber pendapatan daerah.
3.3.2. Semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan terhadap pengelolaan pendapatan

daerah.
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3.4.

3.3.3. Selalu mengedepankan kerjasama antar instansi pengelola pendapatan daerah, juga
koordinasi dengan seluruh Dinas/Badan/SKPD demi terciptanya pemerintahan yang baik.
3.3.4. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi setiap aparatur Badan Pendapatan

Daerah Kabupaten Kepulauan Aru demi peningkatan kualitas SDM dalam melayani publik.

Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan
Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah
yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga
dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami
perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD
baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali
potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah.

Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2014
dan tahun 2017 telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan
Asli Daerah yang dikelol oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru antara lain:
3.4.1. Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
3.4.2. Perda Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan
3.4.3. Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Restoran
3.4.4. Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pajak Reklame
3.4.5. Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pajak Penerangan Jalan
3.4.6. Perda Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Hotel
3.4.7. Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pajak Sarang Burung Walet
3.4.8. Perda 9 Tahun 2017 tentang Pajak Parkir
3.4.9. Perda 10 Tahun 2017 tentang Pajak Hiburan
3.4.10. Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3.4.11. Perda Nomor 7 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar

3.4.12. Perda Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan upaya-
upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta
kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan;

2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan
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pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan Jembrana;

3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang pendapatan melalui bimtek

dan diklat secara bertahap;

4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian

terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap

sesuai dengan anggaran;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib retribusi lainnya;

6. Mengadakan penagihan terhadap penunggak pajak dengan melakukan penertiban obyek

pajak dan obyek retribusi serta mengadakan penagihan langsung kepada subyek pajak

dan subyek retribusi.

Tabel. 3.4
Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru

No Aspek Kajian

Ringkasan KLHS

Implikasi terhadap
Pelayanan Badan
Pendapatan Kab. Kep.

Avis

Catatan bagi
Perumusan
Program dan
Kegiatan

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

1. | Kapasitas daya
dukung dan daya
tampung
lingkungan hidup
untuk
pembangunan

Terbatasnnya daya
dukung dan daya
tampung ling hidup

Kajian dan
pemanfaatan lahan
terkait dengan
Peninkatan PAD

1) Pendataan

Pajak/Retribusi
Daerah,

2) Penyebaran PBB,

3) Penyusunan
Proyeksi dan
Evaluasi PAD,

4) Pembinaan
Pengawasan
Pendapatan Daerah,

5) Kegiatan

Intensifikasi dan
Elctnancifil,aci Nlan

2. | Perkiraan

dan risiko
lingkungan hidup

mengenai dampak

Pembangunan
menyebabkan
penyusutan dan
perusakan LH

Kajian tentang
dampak dan resiko
LH terkait dengan
Potensi PAD

1) Penyusunan Kajian
Tentang Potensi
Pajak Daerah,

2) Penyusunan Kajian

Tentang Potensi
Retribusi Daerah

3. | Kinerja
layanan/jasa
ekosistem

Menurunnya
kualitas lingkungan

Kajian Peningkatan
kualitas Ling terkait
dengan Potensi PAD

1) Penyusunan Kajian
Tentang Potensi
Pajak Daerah,

2) Penyusunan Kajian
Tentang Potensi
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4. | Efisiensi
pemanfaatan

sumber daya alam

Pembatasan
pemanfaatan SDA

Kajian Pemanfaatan
SDA terkait dengan
Potensi PAD

1) Penyusunan Kajian
Tentang Potensi
Pajak Daerah,

2) Penyusunan Kajian
Tentane Potensi

5. | Tingkat

terhadap

kerentanan dan
kapasitas adaptasi

perubahan iklim

Menurunya
kelestarian akibat
perubahan iklim

Kajian dampak
perubahan iklim
terhadap LH terkait
dengan Potensi PAD

1) Penyusunan Kajian
Tentang Potensi
Pajak Daerah,

2) Penyusunan Kajian
Tentane Potensi

dan potensi ketahanan dan

keanekaragaman potensi

hayati keanekaragaman
hayati

Kajian dan
penanggulangan
keanekaragaman
hayati terkait
dengan Potensi PAD

1) Tentang Potensi
Pajak Daerah,
2) Penyusunan Kajian

Tentang Potensi
Retribusi Daerah.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Kepuauan Aru secara umum sangat

dipengaruhi oleh keterbatasan potensi yang dimiliki, karena sektor perikanan yang semestinya

mampu mendorong sektor lain untuk berkembang lebih baik, ternyata belum bisa diharapkan

secara optimal. Disamping itu kemampuan ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat untuk

memenuhi kewajiban terhadap aspek perpajakan dan retribusi juga perlu terus ditingkatkan

sejalan dengan tuntutan kebutuhan dan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat Aru. Untuk

itu Isu strategis merupakan hal utama yang dapat dilihat dari analisis lingkungan, baik internal

maupun eksternal, dengan menggunakan analisis SWOT dan melakukan identifikasi terhadap isu-

isu strategis tersebut.

1. Analisis SWOT

1.1. Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (Strength)

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Adanya Sistem Komputerasisasi Simpatda dan Sismiop;

Pimpinan yang visible

Tersedianya anggaran /dana yang memadai

Adanya Perda sebagai dasar hokum

Motivasi kerja pegawai baik

Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujutkan misi Bapenda

b. Kelemahan (Weakness)

1) Sistem pendataan belum efektif

2) Sarana dan prasarana kerja terbatas/belum memadai
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3) Kwalitas pelayanan belum optimal
4) Koordinasi internal dan eksternal belum optimal
5) Lemahnya penegakan aturan
6) Responsbilitas dan responsivitas rendah
1.2. Faktor Lingkungan Eksternal
a. Peluang (Opportunity)
1) Adanya UU Nomor 28 tahun 2009
2) Dukungan Eksekutif dan Legislatif
3) Perkembangan PDRB dan incom perkapita positif
4) Bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
5) Kondisi sosial aman dan konduktif
6) Bertambahnya jumlah perusahaan/pengusaha (Potensi PAD meningkat)
7) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan computer
8) Adanya kesempatan untuk mengikuti diklat penjenjangan dan teknis

9) Kesediaan pihak swasta dalam pengelolaan/pemungutan Pajak dan
Retribusi Daerah

10) Bantuan dan insentif dari Pemerintah pusat

b. Ancaman (Threath)
1) Kondisi sosial politik tidak stabil

2) Krisis ekonomi yang berkepanjangan

3) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah
(ekstensifikasi)

4) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak/retribusi rendah

2. ldentifikasi Isu-lsu Strategis
2.1. Isu strategis kombinasi antara Strength dengan Opportunity (Isu Strategi- SO)
a. Melakukan pendataan Potensi PAD secara efektif.
Dengan adanya faktor peluang yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulaauan Aru berupa kebijakan pemerintah UU No. 28 Tahun 2009
yang berdimensi keuangan (0O1), pertumbuhan ekonomi masyarakat (PDRB dan
Incom Perkapita) positif (03) dan pertambahan potensi PAD yang terus meningkat
seiring dengan perkembangan penduduk dengan berbagai kegiatan ekonomi
masyarakat (04) yang didukung oleh faktor kekuatan yang secara internal dimiliki
oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulaauan Aru seperti, Adanya Sistim
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Komputerisasi Simpatda yang dapat mengakses data secara akurat (51), Pimpinan
yang visioner (S2), tersedianya anggaran yang memadai (S3) dan motivasi kerja
pegawai yang baik (S5) sangat menunjang untuk melakukan strategi kegiatan
pendapatan potensi PAD secara efektif sehingga dapat tersedia data base Pajak
dan Retribusi Daerah yang akurat.

Membangun kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat
dalam pengelolaan/pemunggutan PAD.

Dengan adanya faktor peluang yang tersedia berupa adanya dukungan pihak
eksekutif dan legislatif untuk intensifikasi dan ekstensifikasi PAD (02), dan adanya
kesediaan pihak swastadan masyarakatuntuk melakukan kerjasama dalam
pengelolaan / pemungutan PAD (09) yang didukung dengan kekuatan internal
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulaauan Aru berupa pimpinan yang
visioner (S1), adanya peraturan daerah sebagai dasar hukum (S4), komitmen
pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulaauan Aru (S6).

2.2. Isu Strategis kombinasi antara Strengh dengan Threath (Isu ST)

a.

Mengintensifkan penyuluhan/sosialisasi berbagai peraturan daerah tentang
pajak dan retribusi daerah

Berbagai faktor ancaman yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru berupa resistensi (penolakan) terhadap perda pajak dan retribusi
dalam rangka ekstensifikasi (T3), rendahnya kesadaran masyarakat dalam
membayar pajak dan retribusi daerah (T4) yang bila tidak direspon secepatnya
akan mempengaruhi kinerja. Maka dengan kekuatan internal berupa adanya
anggaran yang memadai (S3), adanya Perda dan Perbub sebagai dasar hukum (S4)
dan komitmen pimpinan dan staf (S6) dapat dimanfaatkan untuk mendukung
pelaksanaan penyuluhan / sosialisasi secara intensif berbagai peraturan daerah
yang menyangkut pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat sehingga dapat
meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi dalam memenuhi kewajiban

sebagai Warga Negara yang baik.

Melakukan penegakan aturan (law enforcement)
Dengan berbagai ancaman faktor eksternal yang dihadapi antara lain berupa
kondisi politik yang tidak stabil (T1) dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah (T4) dengan kekuatan internal seperti adanya
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Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum (S4), komitmen
pimpinan dan staf untuk mewujudkan misi (S6) dapat dimanfaatkan untuk
melakukan penegakan aturan (law enforcement) yakni dengan memberikan sanksi
yang tegas sesuai peraturan yang berlaku baik terhadap pegawai yang melakukan
pelanggaran dalam melaksanakan tugas, maupun terhadap masyarakat yang

dengan sengaja dan sering melanggar aturan.

2.3. Isu Strategis dan kombinasi antara Weakness dan Opportunity (Isu Strategis W-0O)
a. Meningkatkan Penerimaan
Faktor kelemahan internal yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru seperti sistim pendataan belum efektif (W1), kualitas pelayanan
belum optimal (W3), kondisi ini harus direspon dan diatasi /dibenahi dengan
memanfaatkan peluang yang tersedia yakni UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan
Eksekutif dan legislatif (02), dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan
fungsional (08), akan sangat memungkinkan untuk dilakukan peningkatan kualitas
SDM/aparat sehingga akan tersedia SDM/aparat yang memiliki kemampuan,
keterampilan dan keahlian dalam melaksanakan tugas secara efisien, efektif dan
lebih propesional, baik dibidang perencanaan, penyusunan program intensifikasi
dan ekstensifikasi PAD dan aplikasi sistem komputer Simapada maupun dalam
tugas-tugas pelayanan dibidang pendapatan daerah yang disesuaikan dengan
perkembangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat dan dapat merespon

aspirasi masyarakat pengguna jasa.

b. Mengoptimalkan Koordinasi
Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru antara lain berupa pendataan yang tidak efektif (W1), rendahnya
kualitas pelayanan (W3) dan koordinasi yang tidak optimal (W4) yang mana dapat
mengganggu kinerja, perlu dibenahi dan dicari jalan pemecahannya dengan
memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (O1), Dukungan
Eksekutif dan legislatif (02) dan adanya kesempatan mengikuti diklat struktural dan
fungsional (08) melalui suatu Koordinasi yang lebih optimal sehingga lebih
mendukung kinerja dalam meningkatkan kinerja dalam pengelolaan PAD dan dapat
membangun koordinasi yang lebih optimal dengan instansi terkait sehingga dapat

mendukung tugas dan fungsi dalam meningkatkan PAD.
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c. Melakukan Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja
Faktor kelemahan internal yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepulauan Aru berupa sarana dan prasarana kerja yang tidak memadai (W2) dan
rendahnya kualitas pelayanan (W3) perlu direspon segera guna meningkatkan
kinerja dengan memanfaatkan peluang yang ada berupa UU No 28 Tahun 2009 (01),
dukungan eksekutif dan legislatif (02) akan sangat mendukung untuk melakukan
pengadaan sarana dan prasarana kerja dalam rangka meningkatkan kinerja dalam

pengelolaan PAD.

2.4. Isu Strategis Weakness dengan Threath (isu Strategi W-T)
Isu ini timbul sebagai adanya konfirmasi antara isu-isu kelemahan dengan isu-isu
ancaman, dimana organisasi harus secara definsif berusaha untuk meminimalkan
kelemahan vyang ada serta menghindari deretan ancaman vyang dihadapi. Isu
strategis ini mungkin agak menyulitkan, karena organisasi akan berada dalam posisi

yang sulit untuk mempertahankan dirinya dari ancaman.

Adapun isu-isu strategis tersebut sebagai berikut;

a. Isu Strategis Kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kekuatan
(Strenghth) dengan isu strategis kelompok peluang (Opportunity), (isu strategis S-
0), diperoleh dua isu strategis, yaitu;

1. Bagaimana melakukan pendataan secara efektif sehingga tersedia data base
pajak dan retribusi daerah yang akurat.
2. Bagaiman membangun kerjasama dengan pihak swasta/ masyarakat dalam

pengelolaan maupun pemungutan pajak dan retribusi daerah.

b. Isu Strategis Hasil Kombinasi/perpaduan antara isu strategis kelompok antara
kekuatan (Strength) dengan isu strategis kelompok ancaman (Threats) (isu Strategis
S-T), memunculkan isu strategis, yakni;

1. Bagaimana mengintensifkan sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat
tentang Perda-Perda dan Perwali yang menyangkut pajak dan retribusi daerah.

2. Bagaimana menegakkan aturan (law enforcement) bagi pegawai maupun
masyarakat yang melanggar aturan.

c. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan
(Weaknes) dengan isu strategis kelompok isu strategis peluang (Opportunity) (isu
Strategis W-0), dapat diformulasikan tiga isu strategis, yakni;

1. Bagaimana meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/ pegawai.
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2.

3.

Bagaimana mengoptimalkan koordinasi intern maupun dengan instansi
terkait (ekstern).

Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja.

d. Isu Strategis hasil kombinasi/perpaduan antara kelompok isu strategis kelemahan

(Weakness) dengan kelompok isu strategis ancaman (Threats), (isu Stategis W-T),

dirumuskan satu isu strategis yaitu ”“Bagaimana Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru meningkatkan kualitas pelayanan yang dapat merespon

kebutuhan mayarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

Diidentifikasi tersebut, masing-masing akan diuraikan sebagai berikut;

> lIsu-1.

> lIsu-2.

Bagaimana melakukan pendataan potensi PAD secara efektif (SO). Isu ini
dimunculkan karena selama ini data (data base) tentang potensi PAD belum
tersedia secara akurat, sementara potensi PAD cenderung meningkat seiring
dengan bertambahnya penduduk dengan berbagai mata pencaharian
(kegiatan ekonomi) namun tidak diikuti dengan pendataan terhadap potensi
PAD (subjek/objek) pajak/retribusi daerah secara efektif karena masih
banyak subjek dan objek pajak/retribusi daerah yang belum terdata dengan
baik.

Bagaimana membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam
pengelolaan/pemungutan pajak/retribusi daerah. Isu ini muncul karena adanya
kekuatan berupa komitmen Badan Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru untuk
meningkatkan PAD dan berbagai acuan hukum (perda) yang memberikan
kewenangan untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta dalam

pengelolaan atau pemungutan PAD.

> Isu-3. Bagaimana mengintensifkan  sosialisasi/penyuluhan  tentang ketentuan

perundang-undangan tentang PAD kepada masyarakat (ST). Isu ini muncul
karena masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan
retribusi maupun penolakan terhadap pemberlakuan perda-perda baru yang

berhubungan dengan upaya pemerintah dalam ekstensifikasi PAD.

» Isu-4. Bagaimana meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM/aparat (WO). Tak dapat

disangkal bahwa ketersediaan SDM yang memadai baik kuantitas maupun
kualitas akan dapat mendukung daya kerja dari suatu organisasi. Isu ini muncul
karena kondisi riil menginformasikan bahwa secara kualitas dan kuantitas

aparat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru masih rendah bila
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dibandingkan dengan volume/beban kerja yang begitu tinggi dan kompleks,
sehingga perlu diminimalisir kelemahan tersebut dengan memanfaatkan
peluang dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru dan Legislatif serta
adanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan non formal dan teknis

dibidang pendapatan daerah.

> Isu-5. Bagaimana mengoptimalkan koordinasi interen dan dengan instansi terkait.
(WO). Isu ini muncul berkaitan adanya kelemahan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru dalam melakukan koordinasi baik dalam internal
kantor maupun dengan instansi terkait lainnya. Isu dapat dilakukan dengan
adanya kewenangan sebagai koordinator dibidang pendapatan daerah untuk
mengkoordinir instansi-instansi pengelola PAD yang sudah ada maupun yang

baru terbentuk sehingga dapat tercipta sinergitas dan kerjasama yang harmonis.

> Isu-6. Bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana kerja (WO). Kemajuan ilmu dan
teknologi yang dapat membantu pekerjaan menjadi lebih cepat efesien dan

efektif seperti sistem komputerisasi hendaknya dapat dimanfaatkan

» Isu-7. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (WT).
Terlepas dari mandat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
sebagai institusi pengelola PAD yang salah satu fungsinya yaitu memunggut
pajak, namun tidak boleh dilupakan bahwa Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru sebagai organisasi publik dimensi utamanya dalam
menajemen urusan pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada

masyarakat (public service).

Hasil kombinasi kelompok isu strategis lingkungan internal (peluang dan ancaman),

telah dapat diperoleh 8 (Delapan) isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru dalam meningkatkan kinerjanya sebagaimana diuraikan diatas dapat

diurutkan sebagai berikut;

1. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru melakukan pendataan
secara efektif sehingga tersedia data base pajak dan retribusi yang akurat.

2. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru membangun
kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat pemilik hak ulayat dalam pengelolaan

dan pemungutan PAD.
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3. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru mengintensifkan
sosialisasi/penyuluhan terhadap masyarakat tentang peraturan perundang-undangan
(perda) yang menyangkut pajak dan Retribusi Daerah.

4. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru menegakkan aturan
(law enforcement) bagi pegawai maupun masyarakat yang melanggar aturan.

5. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru meningkatkan kualitas
aparatnya.

6. Bagaimana mengoptimalkan kooordinasi intern maupun dengan instansi terkait
(ekstern)

7. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru meningkatkan sarana
dan prasarana kerja.

8. Bagaimana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru meningkatkan kualitas

pelayanan terhadap masyarakat (Wajib Pajak dan Retribusi Daerah).

3. Analisis Faktor Penentu Keberhasilan
Sehubungan dengan hal-hal tersebut, yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan
yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten

Kepulauan Aru ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas tugas pokok dan

fungsinya dibidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut :

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/Wajib Pajak secara kontinue baik
melalui Media massa, Diskusi Panel, seminar atau simposium tentang arti
pentingannya Pajak dan Retribusi Daerah dalam melaksanakan roda Pemerintahan dan
Pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Mengoptimalkan potensi personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi
hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan Instansi-instansi penegak
hukum.

3. Memperbaiki sistim, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.

4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut (fiscus) dalam
mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang
akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya
meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan
institusi/lembaga kajian.

5. Mengefektifkan penggunaan Sistem Informasi Management (SIM) dibidang

pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
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6. Merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah dengan
memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam
pembayaran pajak dan retribusi daerah.

7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur (melalui rekruitmen dan

pembinaan SDM) dengan Diklat.
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4.1.

4.2,

BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STARTEGI DAN KEBIJAKAN

Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepuluan aru

Perumusan visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepuluan aru tidak
terlepas dari kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kedudukan, fungsi dan tugas pokok
yang telah diuraikan. Disamping itu visi dan misi ini pula harus sejalan dan mendukung Visi dan
Misi  Kabupaten Kepuluan aru yang Oleh karena itu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Kepuluan Aru dalam Rencana Strategis (Renstra) periode Tahun 2021-2026 merumuskan visi
untuk lima tahun kedepan adalah :

““TERWUJUDNYA MASYARAKAT ARU YANG SEJAHTERA, MANDIRI, ADIL, DAN
BERMARTABAT"”,

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi Badan Pendapatan Daerah yang

sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Transparan, Bersih,
Berwibawa Dan Melayani

2. Meningkatkan Pendapatan daerah melalui pengelolaan Perencanaan pelaksanaan
pendapatan daerah yang mendukung kebutuhan daerah

3. Meningkatkan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

4. Meningkatkan pelayanan Prima dalam aktifitas kinerja Badan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Dalam penetapan tujuan dan sasaran pada umumnya didasarkan pada faktor-faktor kunci
keberhasilan, karena dengan mengetahui faktor- faktor kunci keberhasilan berarti kita telah
mengetahui apa kelebihan atau kekuatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan.

Maka pada rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepuluan Aru Tahun
2021-2026, ini dengan mengacu pada visi, Misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan,
dirumuskan tujuan, sasaran dan kebijakan sebagai berikut :

a. Sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam konsep Rencana Strategis maka ditetapkan
tujuan, yaitu Meningkatkan PAD sebagai wujud Kemandirian Daerah;
b. Dengan mengacu kepada konsep Rencana Strategis lebih lanjut ditetapkan sasaran yang

akan dicapai adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
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4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru yaitu sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Peningkatan potensi subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah;

Peningkatan sistem perpajakan dan retribusi daerah;

Optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah;

Peningkatan kualitas layanan kepada wajib pajak di bidang perpajakan;

Fasilitasi pelayanan keliling dalam hal pembayaran dan perubahan pajak daerah;
Peningkatan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan;
Peningkatan sarana pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas;

Peningkatan kemampuan pegawai melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan;

Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP).

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang dirumuskan maka Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan kebijakan sebagai arah dan pedoman dalam pelaksanaan

program dan kegiatan. Adapun kebijakan yang akan dilakukan sebagai berikut :

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

13)

Inventarisasi potensi pajak dan retribusi daerah;

Penyediaan sistem perpajakan dan retribusi yang efektif dan efisien;

Penataan zona nilai tanah untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

MOU dengan Aparat Penegak Hukum dalam bidang perpajakan;

Peningkatan pengawasan melalui pemasangan alat dan sistem di masing-masing obyek/wajib
pajak;

Pelaksanaan bulan panutan dan pajak award;

Peningkatan Peran PPNS di bidang pendapatan;

Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan pemeriksaan pajak daerah;

Penyederhanaan sistem layanan pembayaran dan perubahan pajak daerah;

Pemberian kesempatan kepada pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
Peningkatan sarana-prasarana pendukung sesuai kebutuhan;

Membuka Kerjasama dengan semua e-comers, merchant dan perbankan meliputi lembaga
keuangan non perbankan lainnya serta pengembangan dan perluasan kanal pembayaran
melalui QRIS;

Penerapan Peta Bidang PBB-P2;
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BAB V.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERIA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, maka Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kepulauan Aru telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan
sumber daya organisasi, terinci dan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini
dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan
strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program,
dimana setiap program terdapat sejumlah kegiatan yang merupakan operasionalisasi/ penjabaran lebih
lanjut dari program sebagai arah dan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan
kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

periode 2021-2026.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program
dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian
tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan
pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun impacts sesuai

dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

5.1. Rencana Program dan Kegiatan
Adapun program kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kabuapten
Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
5.1.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
Kegiatan : Administrasi Keuagan Perangkat Derah
Sub Kegiatan
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Renja BAPENDA 2022 41



Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

- Fasilitasi Kunjungan Tamu

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah

Sub Kegiatan

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

- Pengadaan Mebulair

- Pengadaan Sarana dan Prsarana Pendukung Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan :Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Umum

Sub Kegiatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya
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Program
Kegiatan

Sub Kegiatan

: Pengelolaan Pendapatan Daerah

: Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

- Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

- Penyediaan Sarana dan Prsarana Pengelolaan Pajak Daerah

- Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

- Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

- Penetapan Wajib Pajak Daerah

- Penagihan Pajak Daerah

- Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

5.2. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Aggaran 2022

dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 5.2.1. Target Indikator Kinerja dan Pendanaan Tahun Anggaran 2022

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

TARGET
NO SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIAATAN INDIKATOR KINERJA G
INDIKATOR
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Presentase Realisasi Pendapatan 10,40 %
Akuntabel Daerah yang dikelolah terhadap
Total Realisasi Pendapatan Daerah
1 Utama
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Tercapainya Peningkatan Realisasi 100%
Penerimaan yang bersumber dari
Pajak dan Retribusi Daerah
Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi | Presentase kegiatan Perencanaan, 100%
Pendapatan Daerah Pengembangan, Pengendalian dan
Evaluasi Pendapatan Daerah yang
terlaksana
Sub Kegiatan :
1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Jumlah Dokumen 100%

Penyusunan Kebiajak Pajak Daerah

ekstensifikasi/intensifikasi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta
jumlah perda tentang Pajak dan

Retribusi Daerah yang dikaji
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2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak

Jumlah sosialisasi peningkatan

100%

disediakan

Daerah Kepatuhan Waijib Pajak Daerah
3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak | Jumlah sarana dan Prasarana 100%
Daerah pengelolaan pajak daerah yang
fersedia
4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah Jumlah Objek Pajok Daerah yang 100%
terdaftar dan terdata
5. Penildian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Jumlah data objek pajak bumi dan 100%
Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Ha katas bangunan yang akan dimutakhirkan
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6. Penetapan Waijib Pajak Daerah Jumlah Waijib Pajok daerah yang 100%
ditetapkan
7. Penagihan Pajak Daerah Jumlah Pajak Daerah tertagih dan 100%
yang dikelola
8. Pengenddalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Jumlah Laporan Pemeriksaan dan 100%
Pengawasan terhadap pengelolaan
Pajak Daerah
Pendukung
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Presentase Penunjang Urusan 100%
Kabupaten/Kota Perangkat Daerah berjalan sesuai
standar
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daereah Presentase Administrasi Keuangan
PD Tepat Waktu
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah ASN Yang Menerima Gaiji 100%
dan Tunjangan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Presentase Pegawai PD Yang 100%
dilayani
Sub Kegiatan :
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Jumlah Pakaian Dinas Beserta 100%
Kelengkapannya Atributnya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas | Jumlah Pegawai Lulus Diklat 100%
dan Fungsi Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Prresentase Administrasi Umum PD 100%
berjalan sesuai standar
Sub Kegiatan :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Jumlah Jenis komponen instalasi 100%
Bangunan Kantor listrik/penerangan bangunan kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 100%
kantor yang disediakan
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Bahan Logistik Kantor yang 100%
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4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan yang 100%
disediakan dan digandakan

5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Jumlah Exemplar bacaan dan 100%
Perundang-Undangan perundangan disediakan

6.  Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah tamu yang difasilitasi 100%

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Jumlah rapat koordinasi dan 100%
SKPD konsultasi PD yang terselenggara

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Presentase BMD-PD penunjang yang 100%

Urusan Pemerintahan Daerah terpenuhi

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Jumlah Kendaraan dinas 100%
Lapangan operasional atau lapangan yang
diadakan
2. Pengadaan Mebel Jumlah Mebel yang diadakan 100%
3.  Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Jumlah sarana dan prasarana 100%
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pendukung gedung kantor atau

bangunan lainnya yang diadakan

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daearah | Presentase Penyediaan jasa 100%
penunjang urusan yang tersedia

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah jasa surat menyurat 100%
2.  Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Jumlah satuan jasa komunikasi, jasa 100%
Listrik sumber daya air dan jasa listrik yang
dipakai
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah satuan jasa peralatan dan 100%
perlengkapan kantor yang
disediakan
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Jasa Pelayanan Umum 100%

kantor yang disediakan

Pemeliharaan Barang Millik Daerah Penunjang Urusan Presentase BMD Penunjang urusan 100%
Pemerintahan Daerah yang terpelihara

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Jumlah Kendaraan perorangan 100%
dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dinas atau kendaraan dinas jabatan
Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Jumlah kendaraan dinas operasional 100%
Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
atau Lapangan

3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Jumlah gedung kantor dan 100%
Bangunan Lainnya bangunan lainnya yang

terpelihara/direhabilitasi

4. Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Jumlah sarana dan prasarana 100%
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya gedung kantor atau bangunan
lainnya yang terpeliharan /
direhabilitasi
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NO PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN TARGET

Utama
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah 1.359.300.000
Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 1.359.300.000

Sub Kegiatan :

1. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak 100.000.000
Daerah

2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 50.000.000

3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah 200.000.000

4. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Dearah 144.550.000

5. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea 200.000.000
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

6. Penetapan Waijib Pajak Derah 73.500.000

7. Penagihan Pajak Daerah 400.000.000

8. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 191.250.000

Pendukung

2 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 5.715.176.14¢4
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.901.776.148

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2.901.776.148

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 110.000.000

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 35.000.000
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 75.000.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 367.700.000

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.200.000
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 20.000.000
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 50.000.000
4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.000.000
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu 7.500.000
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 250.000.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 562.700.000

Sub Kegiatan :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 300.000.000

2. Pengadaan Mebel 62.700.000

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 200.000.000
Lainnya
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Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.373.000.000

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 8.000.000
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 110.000.000
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.180.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 400.000.000

Sub Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 30.000.000
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 20.000.000
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan 200,000,000
Lainnya
5.2.1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan sebagai media pendukung pelaksanaan seluruh Kegiatan dan Sub
Kegiatan yang mana kebijakannya mengarah pada peningkatan kualitas pelayanan
prima bidang administrasi perkantoran, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
dalam penunjang sistem pelayanan prima, mewujudkan suatu organisasi yang handal
dan profesional serta berkompeten dalam mengimbangi tuntutan the clean governance
dan the good governance dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka indikator hasil
dari program ini adalah Presentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah berjalan sesuai
standar yang diharapkan menghasilkan suatu organisasi yang berdedikasi dan memiliki
sumber daya manusia yang baik sebagai kekuatan internal dalam menghadapi tantangan

kemajuan.

5.2.2 Progam Pengelolaan Pendapatan Daerah
Untuk mewujudkan kemandirian daerah perlu adanya pengelolaan pendapatan daerah
yang profesional dan akuntabel yang jabarkan melalui pelaksanaan kegiatan dan sub
kegiatan dalam program ini. Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai maka indikator
hasil yang diharapkan yaitu Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang Akuntabel

dalam rangka meningkatkan Realisasi Total Penerimaan Pendapatan Daerah.
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5.3. Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif
Sementara untuk uraian Program serta Kelompok Sasaran dan besaran pagu pendanaan

indikatif dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel 5.3 dan 5.4.
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Tabel 5.3

(Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2022 - 2026
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

Data Capaian Target Kinerja Program dan k I Unit Kerja
) . ) Indikator Kinerja Program | Pada Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Perangkat
Tujuan Indikator Sasaran Indikator Kode Program, Keglatandan Sub | © o 0o dan Kegiatan Awal Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Periode Renstra Perangkat Derah Lokasi
Tujuan Sasaran Kegiatan
(Output) Perencanaan Daerah Penanggung
2021 Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) jawab
1 2 3 1 5 6 7 g 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 2
BADAN PENDAPATAN DAERAH - 7.017.507,45 9.621.955,34 11.033.448,10 11.424.008,06 13.028.135,11 1321270054
Peningkatan | Rasio PAD
Pendapatan | Terhadap Optimalnya  |Persentase
AsliDaerah | APBD Penerimaan | Capaian ) Persentase Pemenuhan
Pendapatan Penerimaan ngram I"emm]lng Urusan Fasilitasi Kebutuhan Kahupaten
N P 01 Pemerintahan Daerah ) - 100% 5.568.507,45 100% 8.262.955,34 100% 9.660.448,10 100% 10.057.008,06 100% 11.628.135,11 100% 11.798.700,54 Bapenda Kepulauan
Asli Daerah Pendapatan Kabupaten/ Kota Operasional
(PAD) Asli Daerah P Perkantoran
Persentase Dokumen
Perencanaan, - Kabupaten
01201 Penganggaran, dan Evaluasi| o oo -| 100% -l 100% 10.000,00|  100% 10.00000|  100% 10.000,00 |  100% 10.00000 |  100% 2140000 | Sekretariat | Kepulauan
Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran Dan Aru
Evaluasi Kinerja Perangkat
Penyusunan Dokumen Tumlah dokumen Kabupaten
01.2.01.01 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 5 dok 5.000,00 5dok 5.000,00 5dok 5.000,00 Sdok 5.000,00 5dok 10.700,00 |  Sekretariat Kepulauan
Daerah Daerah Aru
Kabupaten
Evaluasi Kinerja P t |Jumlah dokumen Eval
0120107 valuasiKinerja Perangkat |Jumlah dokumen Evaluasi - 5 dok 500000 5dok 500000| 5 dok 5.00000) 5dok 500000| 5 dok 1070000 | Sekretariat | Kepulauan
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Aru
Administrasi K an Persentase Pemenuhan Kabupaten
01202 Perh’"‘" " Dae: ih' e Kebutuhan Administrasi - 100% 2652719,30 | 100% 521462719 100% 567222127|  100% 6.804454,46|  100% 740962263  100% 740962263 Sekretariat | Kepulauan
Ki Aru
Penyediaan Gaji dan Jumlah ASN terlayani Gaji . B , I N 1 . - , . Bapenda
01.2.02.01 Tunjangan ASN dan Tunjangan -| 38orang 2.652.719,30| 45orang 3.050.627,19] 45 orang 3.508.221,27 | 45 orang 403445446 | 45 orang 4639.622,63| 45 orang 4.639.622,63 |  Sekretariat Kab.Kep.Ara
01.2.02.02 Penyediaan Administrasi - Juunlah ASN terlayant 157 orang 2.154.00000| 157 orang 2.154.000,00| 170 orang 2.760.000,00| 170 orang 2.760000,00| 170 orang 276000000 Sekretariat Bapenda
Pelak Tugas ASN Insentif Pemungutan Kab.Kep.Aru
0120204 |Roordinasidan Pelaksanaan | ) Dokumen Akuntansi 4 - | saek 500000  5dok 500000| 5 dok 500000 5dok 500000 5 dok 500000| Sekretariat | . DPeRda
Akuntansi SKPD Kab.Kep.Aru
Kootdunass dan Penyusaman [ o0 Bavenda
0120205 Laporan Keuangan Akhir |15 iporar - 5 dok 500000 5dok 500000| 5dok 500000 Sdok 500000|  5dok 500000 Sekretariat pend
Keuangan Akhir Tahun KabKep.Aru
Tahun SKPD
Persentase peningkatan
Administrasi Pendapatan 27"} P‘AD’ P't“"f"“ Banend.
01.2.04 Daerah Kewenangan peningkatan potensi - - 1000 286.750,00|  100% 30001000  100% 326121,00|  100% 353987,00|  100% 353.987,00|  Bapenda apenda
retribusi daerah dan Kab.Kep.Aru
Perangkat Daerah ’
Persentase penerimaan
pajak daerah.
Penyulihan dan 3
umlah Wajib Pajak Daerak Bidang NonPBB-|  Bapend
0120403 Penyebarluasan Kebijakan | apb-ajak Haetat - 50 WP 156.000,00| 75WP 169.260,00 | 100WP 18364700 125WP 199257,00| 125WP 199.257,00 . apenda
yang mengikuti penyuluhan P2 dan BPHTB | Kab.Kep.Aru
Retribusi Daerah
) Jumlah Laporan Pendataan . .
Pendataan dan Pendaftaran - - Bidang Non PBB-|  Bapenda
- - - X 33, X
01.2.04.04 Objek Retribusi Daerah dan Pendaftaran retribusi 2dok 122.000,00 2dok 122.000,00 2dok 133.224,00 2dok 145.480,00 2 dok 145.480,00 P2 danBPHTB | KabKep.Aru
daerah vang tersedia
Bidang Non PBB-
Jumlah dokumen laporan P2 dan BPHTE &
Pelaporan Pengelolaan realisasi pengelolaan - - - - - Bidang Bapenda
01.2.04.07 Retaboct Daoraty etoibusi daseah yang . 3 dok 8750,00| 3dok 875000 3 dok 925000 3 dok 925000  3dok B0 pon | KabKepara
tersedia Pembukuan dan
Pelaporan
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Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
Indikator Kinerja Program |  Pada Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Perangkat
Tujuan Indi_km Sasaran Indiktor Kode Program, Kegiatan dan Sud (Outcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Periode Renstra Perangkat Derah Lokasi
Tujuan Sasaran Kegiatan (Output P Daerah .
put) erencanaan aera enanggung
021 Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) jawab
1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2
Persentase Pemenuhan
Administrasi K i B .
01205 —— a;m:iesm | Administrasi Kepegawaian | 100% 1374600 100% 33008500 | 100% 9L08500 | 100% 1824800 | 100% 10472800 | 100% 10474800 | Sekretariat Kﬂ&": ;m
angk Perangkat daerah )
Pengadaan Pakaian Dmas  |Jumlah Pakaian Dimas Bapenda
01.2.05.02 Beserta Atnbut Beserta Atribut - stel 3454200 - - - -|  50stel 47.500,00 - Sekretanat KAng:dAru
Kelengkapannya kelengkapannya )
Pendidikan dan Felatinan {;::‘tlt::l l':;\d).; ;I;;ge:::;lg::" " Bapenda
205,08 vai -3 . 085 5 91085 748 748, 748 i
01.2.05.09 I’ega\\a.lB.erdasa.lknn Tugas Pegawai Berdasarkan Tugas org 7920400 Sorg 9L.083,00{ Sorg 108500  Torg 10474800 7org 10474800  Torg 10474800 | Sekretariat KabKep Aru
dan Fungsi
dan Fungsi
. Persentase Wajib Pajak yang
- Sosialisast Peraturan y . .
01.2.05.10 ' . Taat terhadap Peraturan 100% 159.000,00 100% 221.000,00 Sekretariat | Kab. Kep. Aru
Perundang-Undangan
Perpajakan
. - Kab. Kep. Aru,
Brmbingan Tekuis Jl;iub:l]: Aa:;gxfmghlh Luar
01.2.05.11 Implementas Peraturan % - - -l 2kah 50.000,00{  2kah - 2kah 75.000,00 - Sekretanat Kabupaten,
. Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan Derundans-Undanoan Provinsi dan
g £ Luaz Provina
Administeasi Umsem Persentase Pemenuhan Bapenda
01.2.06 Administrasi Umum - 100% MB75270 | 100% 44257685 | 100% 545.628,00 100% 52371250 | 100% 592.473,00 100% 651.720,30 |  Sekretanat pe
Perangkat Daerah Kab.Kep.Aru
Perangkat Daerah
Penyediaan Kompenen Jumlah jenis komponen Bapenda
01.2.06.01 Instalasi Listrik/Penerangan | instalasi listrik/ penerangan item 5196500  item 597600)  item 6.873,00 item 790400)  item 9.090,00 item 9.99900(  Sekretariat KAng:npdAru
Bangunan Kantor vang disediakan ’
Penyediaan Peralatan dan [/ LT jenis peralatan dan . B Bapenda
01.2.06.02 - perlengkapan kantor yang | dtem 1476340 item 7200000 item 13450000|  item 67.00000|  item 8200000  item 9020000 |  Sekretariat
Perlengkapan Kantor L ! KabKep.Aru
012.06.04 ;:‘\'::?“m Bathan Logistik L‘:;‘:g:“]:f;;i"‘g&ﬁ““ A item 4121700 item BI7785|  item £544100|  item 4771300 item 5009800| item 5510780 | Sekretariat K;al‘(: ;‘:m
. Jumlah barang cetakan dan
- Penyediaan Barang Cetakan - Bapenda
01.2.06.03 euyeciamn Barinig penggandaan yang 20 exemplar 19.999,80| 20 exemplar 21.000,00{20 exemplar 22.050,00 | 20 exemplar 23.152,30 |20 exemplar| 24.310,00 | 20 exemplar 2674100  Sekretariat | P
dan Penggandaan - Kab.Kep.Aru
disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan enis
01.2.06.06 dan Peraturan fualah ]em_s bacaaz - buah 15.000,00)  buah 15.000,00(  buah 15.000,00 buah 15.000,00 buah 15.000,00 buah 1650000 |  Sekretanat Bapenda
yang disediakan Kab.Kep.Aru
Perundang-undangan
Jumlah waktu Faslitas: Bapenda
01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu "(mvlfl\'gﬂll Tamu yang .| 3item 450000] 3item 5.00000) 3atem 5.00000|  3item 500000 3item 730000  3item 8.25000( Sekretariat KabKep Aru
Kab. Kep. Ar,
Penyelenggaraan Rapat . Luar
; nlah Waktu Fasilit;
0120009 Koordinasi dan Konsultasi {{l:(or SKPD asttest - 3kali MB0/400)  Fkal 28032300)  3kah 31676400  3kal 30794300)  3kahi 40447500 3kak A482250 | Sekretariat Kabupaten,
SEPD Provinsi dan
Luar Provinsi
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Target Kinerja Program dan Kerangka Py

Data Capaian Unit Kerja
. . : Indikator Kinerja Program | Pada Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Perangkat
Tujuan Indfkator | g aran Indikator Kode | ropramKegiatandanSub\ "o o) dan Kegiatan Awal Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Periode Renstra Perangkat Derah Lokasi
Tujuan Sasaran Kegiatan
(Output) Perencanaan Daerah Penanggung
2021 jawab
Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Ryp.(000) Target Ryp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2
Pengadaan Barang Milik ll:men:;::: ;emenﬂz.;\ik Bapend,
01207 Daerah Penunjang Urusan | & oo o Parang -1 100% 59207575 | 100% 44287500 | 100% 137267300 100% 38573400 | 100% 131084600 100% 1.386.659,60 |  Sekretariat apenda
. Daerah Penunjang Urusan Kab.Kep.Aru
Pemerintah Daerah )
Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan oo jenis keadasaan Bapenda
01.2.07.02 Dinas Operasional atau operasional yang disediakan - 13 unit 333.740,00 - - - -l 7unit 910.962,00 7 unit 910.962,00| Sekretariat KabKep-Aru
Lapangan ’
020705 [p Mebel Juonahjets metel yang | item 6028557 10item 6325000 10item 6500000 10item 7020000| 0im 7500000 10item 7500000 | Seksetasiat K:b“]i“;iam
0120706 [TengadaanPeralatandan - unah peralafan dan mesin - 25 unit 16935000 16 unit 15550000| 11 unit 12600000 14 unit 13535000| 14 unit 13535000| Sekretariat |  DPeN4R
Mesin Lainnya yang disediak Kab Kep.Aru
Jumlah gedung kantor atau
20700 [revgedamn GedugKantor f o iy yang - 4 - S Lunit 865.000,00 4 (| Seksetaciat | PPN
atau Bangunan Lainnya o : Kab.Kep.Aru
: disediakan
Pengadaan Sarana dan Jumlah sarana dan Bavenda
01.2.07.10 Prasarana Gedung Kantor ~ [prasarana gedung kantor - item 198.050,38 item 210.275,00 item 287.173,00 item 189.534,00 item 189.534,00 item 265.347,60|  Sekretariat Kab. ]}2: ) Ara
atau B Lainnya |yang di P
Penyediaan Jasa Ps P P h Bapend
01208 Urasan Py P jasa - 100 143394680 | 100% 141779730 | 100% 142073953 | 100% 142666970 | 100% 143207524 | 100% 145627977 | Sekretariat | bon
. Kab.Kep.Aru
Daerah Urusan Pemerintah Daerah
01.2.08.01 an" ediaan Jasa Surat funah Jasa Suzat Mengusat - | exemplar 7.996,80| exemplar 799680 exemplar 9.196,00 | exemplar 9.196,00| exemplar 1057500 |  exemplar 1205530 | Sekretariat Bapenda
yang tersedia Kab.Kep.Aru
Jumlah Besaran paket data Bapenda
internet kantor yang -| 10Mbps 5400000| 30 Mbps 36.00000| 30 Mbps 37.50000| 30 Mbps 3969000 | 30 Mbps 4167450 30 Mbps 4750893 | Sekretariat Kab}*;: i
Penyediaan Jasa digunakan P
01.2.08.02 Komunikasi, Sumberdaya  |Jumlah Besaran Rekening P _ p ; ; - Bapenda
Air Dan Listeik Licteik - | 2.300 kwh 24.000,00 2.300 kwh 25.200,00| 2.300 kwh 26.460,00 | 2.300 kwh 27.783,00 | 2.300 kwh 29.172,00| 2300 kwh 33.256,08| Sekretariat KabKep.Aru
funah Besaran Rekening .| 150008 1301000| 1500 m3 1366030 15000 14365 150m3 1506070 | 1500 m3 1581374 | 1500m3 1802766|  Sekoetariat | |, PN
Air Kab.Kep.Aru
Penyediaan asa Peralat Jumlah penyediaan jasa B d
0120803 CI AN JasA TEIAAIAN e alatan dan perlengkapan .| buah 7494000)  buah 7494000  buah 7494000 buah 7494000  buah 7494000  buah 8543160  Seksetariat apenda
dan Perlengkapan Kantor Kab.Kep.Aru
kantor yang tersedia
Penyediaan Jasa Pelayanan  Jumlah Jasa Pelayanan 5 X . Bapenda
) ! ’ . b ) v b
01.2.08.04 Unum Kantor Unnum Kantor yang tersedia 103 org 1.260.000,00 org 1260.000,00 org 1.260.000,00 org 1.260.000,00 org 1.260.000,00 org 1.260.000,00|  Sekretariat KabKep Aru
P tase P uh
Pemeliharaan Barang Milik Pz:;" as¢ a:;;:‘m l:m_lk Bavenda
01.2.09 Daerah Penunjang Urusan . 5" - 100% 42726690 |  100% 118.244,00 |  100% 246.091,30 100% 13206840 |  100% 414.283,24 100% 41428324 |  Sekretariat pe
. Daerah Penunjang Urusan Kab.Kep.Aru
Pemerintahan Daerah .
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Fumlah fasiitasi
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, dan Pajak pemeliharaan dan perizinan Bapenda
01.2.09.01 Y J kendaraan Perorangan -l 5unit 68.644,00)  5unit 68.644,00) 5 unit 75.50840 5 unit 75.508,40 5 unit 83.059,24 5 unit 83.039,24 | Sekretariat pe
Kendaraan Perorangan Kab.Kep.Aru
| Dinas atau Kendaraan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Dinas Jabatan
Jabatan
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Target Kinerja Program dan Kerangka P

Data Capaian Unit Kerja
. Indikator Kinerja Program |  Pada Tahun Kondisi Kinerja Pada Akhir Perangkat
Tujuan ].ndi-kator Sasaran Indikator Kode Progeam, Kegiatan dan S (Qutcome) dan Kegiatan Awal Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Periode Renstra Perangkat Derah Tokasi
Tujuan Sasaran Kegiatan
(Output) Perencanaan Daerah Penanggung
2021 b
Taget | Rp(00) | Tamet | Rp(00)) | Tamet | Rp(O00) | Tamet Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) e
1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 pi| 2
Penyediaan Jasa Jumlah fasihtas
Pemeliharaan, Biaya meltharaan dan perizinan Bapenda
01.2.09.02 Pemeliharaan, Pajak dan pe . ) peanzt 13 unit 19.600,00[ 14 unit 19.600,00) 14 unit 21560,00( 15 unit 21560,00 | 15 unit 2371600 15unit 2371600 | Sekretariat . i
kendaraan Dmas KabKep.Amu
Perizinan Kendaraan Dinas rasional ataw Lavangan
Operasional atau Lapangan Ope el Lapang
. Pemeliharaan Mebel Jumlah Fasihtas P E . . Bapenda
9.05 - - 3 5 54 - r
01.2.09.0 Pemeliharaan Mebel 10 buah 15.000,00 15buah 25.000,00 Sekretariat KabKep Aru
Pemeliharaan Peralatan dan |Jumlah Fasihtas Bapenda
01.2.0906 Mesin Lamnya Pemeliharaan Peralatan dan - 14 buah 15.000,00) 8 buah 10000,00| Bbuah 10.000,00 | 8 buak 10.00000| 8bush 1000000 | Sekretanat Kab;:pﬁru
Mesin Lainnya ’
Pemeliharaan/ Rehabihtasi |Jumlah Fasihtas
Gedung Kantor dan Pemeliharaan,Rehabilitasi . - . - X Bapenda
2 2 4
01.2.09.09 Basgunan Laisega Gedung Kantoz dan 1unit 139.022,90 1 unit 14875400 Lunit 14875400 |  Sekretariat KabKep At
Bangunan Laimnya
Pemeliharaan; Rehabilitasi |Jumlah Fasilitasi
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan, Rehabilitasi Bapenda
0120910 Gedung Kantor atau Sarana dan Prasarana 1 umit 200.000,00 - - Lunit 135.02290 - Tunit 14875400 Tumit 14875400 Sekretariat Kablré: An
Bangunan Lainnya Gedung Kantor atau e
Banguman Lainnya
Program Pengelolaan Persentase Fasilitasi
0 Pendapatan Pengelolaan Pendapatan 746% 1449.00000 | 10,40% 135900000 16,37% 137300000 2029% 1387.000,00 | 25,03% 1400.000,00 | 100,00% 141400000 | Bapenda | KabKepAru
Daerah Daerah
Persentase Peningkatan
. Potensi PAD, Persentase
Kegiatan Pengelolaan . . .
04.2.01 endapatan Dacrah Peningkatan Potensi Pajak 746% 1.449.000,00 |  1040% 1.359.00000 | 16,37% 1373.000,00 |  20,29% 1.387.00000 |  25,03% 1.400.000,00 | 100,00% 141400000 |  Bapenda | KabKep.Aru
penéap Daerah Dan Persentase
Penerimaan Pajak Daerah
Analisa dan Pengembangan
Pajak Daerah, serta Jumlah target PAD tahun - - - . Bapenda
0420102 2 2dok 4380000  2dok 3390000, 2dok 50.000,00 1 dok 50.000,00 Ldok 43.000,00 1dok 3900000 | Sekretariat
Penyusunan Kebijakan Pajak | N+1 ¢ “ ' . . w ' o ‘ eleard Kab.Kep.Aru
Daerah,
Bidang PBB-P2
Penyuluhan dan Jumlah Wajib Pajak yang ::;;%’HTE & | Bavenda
04.2.01.03 Penyebarluasan Kebijakan | Taat terhadap Peraturan 100WP 50.800,00) 100 WP 40.000,001 100 WP 4300000 100 WP 50.000,00 | 100 WP 4000000 100 WP 40.000,00 Bidane Non PBE.| Kab pe ;\m
Pajak Daerah Perpajakan h. 6 o ep
P2 dan BPHTB
Penvediam s ; Jumlah Sarana dan Bidang PBB-12
E":"G( 144N darana dan
DA2OLON  [Prasarana Pergelolaan Pajak i Pengelozas Lt 18000000 Sumt 15000000 1item 15000000| 1 item 15000000|  1Litem 15000000|  1item 1500000 | FRBPHIBE | Bapenda
Daeral Pajak Daerah yang Bidang Non PBB-| KabKep.Aru
— disediakan P2 dan BPHTB
Bidang PBB-I2
. Pendataan dan Pendaftaran |Jumlah Laporan Hasil . . . - " . . danBPHTB& | Bapenda
3 bl 5
0420105 Objek ik Dacraly Sensus Pajak PBB.P? 1350p 155.800,00) 25.000 0p 124700000 19 0p 130.000,00| 25.000 0p 13000000| 2250p 150.00000  2250p 150.000,00 Bidang Non PBB-| KabXep.Aru
P2 dan BPHTB
Pengolahan, Pemeliharaan, i . o
0420006 |den Pelaporan Basis Data || potessi ojek pajak . 1 2d0 1000000 2dok 1000000|  2dek 1000000 | 2dok 1000000|  2dok 1100000 | PidansTBBR2 | Tapenda
Paizk Dactah daerah danBPHTE | KabKep.Aru
]
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. § . Indikator Kinerja Program | Data Capaian Target Kinerja Program dan Kerangka P Unit Kerja
Indikat Indikato Program, K dan Sub
Tujuan T“,“:n"' Sasaran s.s.m' Kode y'm'K:g_‘:;" AU\ (Outcome) dan Kegiatan | Pada Tahan Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024 Tahun 2025 Tahun 2026 Kondisi Kinerja Pada Akhir | Perangkat Lokasi
] 8 (Output) Awal Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Target Rp.(000) Derah
1 ! 3 1 5 6 7 B 9 10 1 1 13 1 15 16 17 18 19 0 o1 n
Penilaian Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan
Tersedia Laporan Hasil 5
oazorgr oo PBBRYserta i Pajak PBBP2 dan | 3dok 24050000]  3dok 20000000 3 dok 20000000 3 dok 20000000| 3 dok 20000000|  3dok 20000000 | BiGAngPBEE2 | Bapenda
Bea Perolehan Hak atas BPHTB danBPHTB | KabKep.Aru
Tanah dan Bangunan
(BPHTE)
Penetapan Wajib Pajak Jumlah ketetapan pajak - - Bidang PBB-P2 |  Bapenda
020108 | P p—— -| 163210p 10320000 16566 op 100.700,00| 16763 op 100.00000| 16999 op 10000000 17.288 op 100.00000| 17.288 0p 00000 | " s | abepn
Penelitian dan Verifikasi Jumlah evaluasi dan n Blda_ng B &
0420110 |Data Pelaporan Pajak laporan pajak daerah yang . 1350p 7550000| 1750p 7500000 2000p 7500000 2500p 7500000 2500p 75.000,00 Pmmg'km"“ d‘m Kab?:; e
Daerah tersedia
Pelaporan
Bidang
420111  |Penagihan Pajak Daerahy || T1a0 Penerimaan Pajak | 2dok 0470000 2 dok 21070000  2dok 25000000| 2 dok 25000000 2 dok 25000000|  2dok 25000000 | Penagian | Bapenda
daerah Pembukuan dan | KabKep Aru
Pelaporan
Jumlah wajib pajak yang Bidang
o201y [penyelesaian Keberatan 6 A - -| 3kasus 500000 3kasus 500000 2 kasus 7.00000| 2 kasus 700000| 2 kasus ggugo| Peragtan | Bapenda
Pajak Daerah Pengurangan dan Pembukuan dan | KabXKep.Aru
[Pembatalan pajak daerah Pelaporan
. Bidang PBB-P2
Pengendalian, Pemeriksaan .
2013 |don Pengawasan Pagak [ L D pajak yang O 2dok 25020000 2dok 12030000  2dok 12000000 2dok 13000000 2dok 13500000 2dok Lso00go| 2 BPHIBE | Bapenda
Datah diperiksa Bidang Non PBB-| Kab.Xep.Aru
P2 dan BPHTB
Pembmaan dan Pengawasan Persentase Wajib Pajak yang Semua Bidan Bavenda
0420114 |Pengelolaan Pajak Daerah yar pajak daerah dan A - - 100% 13570000 100% 13500000 100% 13500000 100% 14000000 100% 15000000 5 ‘d ¢ “ bf o
dan Retribusi Daerah retribusi daerah tepat waktu penda abXep.
Jumlah wajib pajak PBB-22 1 - | 16612Wp 16709 WP 16811 WP 16,956 WP 16956 WP
timalisasi penagihan dan BPHIB yang ditagih Semua Bidany
0420117 Op . d‘ ‘S’u gl T ——— 150.500,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 120.000,00 B: ‘d ¢ | KabKep Aru
ek danetbust AL pajE o B - | sswe 539 WP 547WP 559 WP 559 WP penda
P2 dan BPHTB yang ditagih
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Tabel 5.4
(Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)
Proyeksi Pendapatan Jangka Menengah
Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun Anggaran 2021 - 2026

. Target Capaian Indikator Setiap Tahun Kondisi
Kondisi L.
—_— Kinerja
Kinerja
. Pada
. Indikator Pada .
Tujuan Sasaran Kineri Awal Akhir
inerja wa 2021 | 2022 2023 2024 2025 | Periode
Periode A
Rpjmd
(2022)
(2026)
Persentase
Realisasi
Pendapatan
. Daerah
. Optimalnya
Meningkatnya . yang
Penerimaan X
Pendapatan dikelola 6,54% 7,46 % | 10,40% | 16,37% | 20,29% | 25,03% 28,90%
. Pendapatan
Asli Daerah . terhadap
Asli Daerah
total
realisasi
pendapatan
daerah
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BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD
YANG MENGACU KEPADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam mencapai
tujuan dan sasaran SKPD. Indikator kinerja menggambarkan tentang keberhasilan program, kegiatan
dan sasran sesuai dengan yang direncanakan.Indikator kinerja digunakan dalam menyusun laporan
pertanggungjawaban dan merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.
Dengan adanya indikator kinerja pada tahap perencanaan maka target-target yang ingin dicapai setelah

pelaksanaan rencanaakan tergambar secara jelas dan terukur.

Capaian kinerja Renstra setiap tahun diukur dari demensi akuntabilitas dengan menggunakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sistem Renstra dengan LAKIP-nya dikelola
dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Sistem AKIP terdiri atas:
subsistem perecanaan, subsistem pengukuran kinerja dan subsistem pelaporan kinerja. Pengukuran
kinerja merupakan subsistem kedua dari Sistem AKIP. Pengukuran kinerja merupakan proses
membandingkan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan
membandingkan realisasi dengan target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penetapan kinerja
dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi
atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39
Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
mewajibkan setiap penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah untuk melakukan pengukuran

mengenai realisasi fisik maupun keuangan setiap triwulan.

Dalam Sistem AKIP, seluruh program, sub program, kegiatan sub kegiatan dilakukan
pengukuran capaian keuangan dan capaian fisik. Khusus bagi pemerintah daerah, kewajiban
melakukan pengukuran kinerja juga diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah menjadi Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Permendagri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
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BAB VIl
PENUTUP

Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 yang secara
umum maupun secara khusus disusun sebagai acuan /pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD sekaligus ukuran keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan serta
program-program pembangunan yang dilakukan dan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022. Tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran target yang

ditetapkan akan menyesuaikan manakala anggaran yang dibutuhkan mengalami perubahan.

Seluruh rangkaian tindakan yang tertuang dalam Renja ini merupakan upaya menggali berbagai
potensi sumber daya yang ada dan memperkuat tujuan upaya pencapaian visi Kabupaten Kepulauan
Aru. Dengan telah disepakati dan ditetapkannya Renstra 2021 - 2026, maka untuk menjamin
keberhasilan dalam pelaksanaannya perlu adanya konsolidasi ke dalam guna menyamakan persepsi

dalam mengaktualisasikan pada bidang tugas masing-masing.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru harus mampu meningkatkan komunikasi
dan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal antar perangkat daerah karena arus informasi
yang diterima merupakan salah satu aspek penentu keberhasilan atau kegagalan visi dan misi Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Renja Bapenda 2022 yang disusun dan dirumuskan ini harus mampu memecahkan persoalan
yang dihadapi atau kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen diantara
semua jajaran harus dijunjung tinggi dalam rangka mendukung “Terwujudnya Masyarakat Aru Yang
Sejahtera, Mandiri, Adil dan Bermartabat melalui Pengembangan Pendidikan, Kesehatan,

Infrastuktur Perhubungan dan Ekonomi kerakyatan”

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru tahun
2022 ini disusun dengan harapan dapat membantu pencapaian target pendapatan yang menjadi
tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang pada akhirnya dapat
dipergunakan untuk membiayai tugas umum pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat serta Rencana Kerja ini dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam menyusun dan

menguraikan Rencana Kerja Anggaran Badan Pendapatan Daerah tahun Anggaran 2022.
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KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang
penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran
2022 dilingkup Badan Pendapatan Daerah, guna mendukung tercapainya target pembangunan Daerah
Tahun 2022 sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Yang tertuang dalam
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2021-2026.

Dalam rangka Pencapaian Target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2021-2026, isi dokumen Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 diharapkan mampu
diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Badan Pendapatan Daerah, diikuti dengan upaya-upaya
pencapaian yang efektif dan efisien sehingga dapat mendorong tercapainya seluruh target

pembangunan tahun 2022 sesuai dengan yang dicita- citakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaanisi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam
rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah
direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistic yang
diemban oleh Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu SKPD dilingkup Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Aru. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait

dengan pelaksanaan isi Renja Badan Pendapatan Daerah.

Semoga Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh
pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh

pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di: Dobo
Tanggal : 26 Maret 2021

KEPALABAPENDA

Ttd

Drs. K. NOTANUBUN
PembinaTK. |

NIP.19611219 199203 1 006
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